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BAB III 

PENUTUP  

A. SIMPULAN 

1. Secara normatif, sebagian besar pelaksanaan program magang OJT di 

PT Royal Korindah Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan adanya 

kesesuaian dengan Permenaker No 6 Tahun 2020, yaitu terkait bentuk 

magang OJT, legalitas formal pendirian LPKP RSA, persyaratan 

penyelenggara, persyaratan peserta magang OJT, perjanjian secara 

tertulis, pemenuhan hak peserta magang, namun pada aspek prosedur 

perjanjiannya belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pengawasan 

oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga terhadap program 

pemagangan OJT di LPKP RSA telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 

hingga Pasal 27 mencakup tahap monitoring, evaluasi, pembinaan, dan 

pelaporan sehingga beberapa fungsi dasar, seperti verifikasi awal unit 

pelatihan terlaksana dengan semestinya. Sementara itu, Pegawai 

pengawas ketenagakerjaan melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

melalui FKJP, seperti platform grup WhatsApp. Namun, masih terdapat 

kelemahan dalam pelaksanaannya, bahwa prosedur tersebut dilakukan 

oleh dua pihak secara terpisah yaitu Pegawai Sub Koordinator dan 

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Bidang Hubungan Industrial 

terhadap satu objek yang sama yaitu pemagangan OJT di LPKP RSA.  

 

 



74 
 

 

B. SARAN 

Kajian tentang penafsiran implementasi hukum, dalam konteks 

pemagangan bukanlah hal yang baru, namun penulis mencoba menemukan 

celah kajian yang belum pernah dibahas sebelumnya untuk mewarnai kajian 

tentang kesesuaian pelaksanaan magang OJT dengan Permenaker No 6 

tahun 2020. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan-kekurangan 

yang harus diperbaiki secara substansial maupun teknis pengumpulan data, 

khususnya berkaitan dengan kelengkapan informasi yang diperoleh dari 

responden. Beberapa data empiris yang dibutuhkan untuk menunjang 

analisis lebih komprehensif tidak sepenuhnya dapat digali secara mendalam, 

baik karena keterbatasan waktu wawancara maupun kendala dalam 

memperoleh akses terhadap dokumen-dokumen pendukung yang bersifat 

confidential perusahaan.  

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian lebih lanjut 

mengenai  pelaksanaan magang dan perlindungan hukum terhadap peserta 

magang di perusahaan sektor industri padat karya dapat dilakukan dengan 

pendekatan yang lebih mendalam, yaitu data kuantitatif dan kualitatif secara 

lebih luas dengan studi perbandingan antar daerah beserta perspektif dari 

berbagai pemangku kepentingan.  

1. Bagi PT Royal Korindah 

a. Peningkatan Keterlibatan Peserta dalam Perjanjian Magang: Disarankan 

agar perusahaan memberikan ruang bagi peserta magang untuk 

berpartisipasi aktif dalam penyusunan perjanjian magang agar tercipta 
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keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Hal ini dapat mencegah 

ketimpangan dalam daya tawar antara perusahaan dan peserta magang. 

b. Melakukan Pengesahan Perjanjian Magang: Disarankan untuk segera 

mengajukan pengesahan perjanjian pemagangan ke Dinnaker setempat 

sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 12 Permenaker agar terdapat 

kepastian status hukum peserta dan tidak memicu penyalahgunaan 

regulasi dalam bentuk hubungan kerja terselubung. 

c. Evaluasi Program Magang secara Berkala: Perusahaan perlu melakukan 

evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kualitas program magang, 

termasuk pemeriksaan terkait pembekalan keterampilan, penyeragaman 

standar pelatihan antar lini produksi, serta perlindungan hak-hak peserta 

magang, untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan pengalaman 

yang berharga dan tidak disalahgunakan. 

d. Penegakan Keadilan dalam Pemberian Insentif: Menyusun pedoman 

yang jelas mengenai pembagian insentif dan hak tambahan lainnya, 

seperti THR, agar lebih transparan dan adil bagi semua peserta magang. 

2. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga: 

a. Penguatan Pengawasan Substantif: Disarankan untuk melakukan 

pengawasan yang lebih mendalam dan tidak hanya bersifat 

administratif. Pengawasan harus mencakup verifikasi terhadap 

implementasi praktik magang di lapangan dan memastikan bahwa 

seluruh ketentuan dalam perjanjian magang dilaksanakan oleh 

perusahaan. 
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b. Peningkatan Pengawasan terhadap Penyimpangan Praktik Magang: 

Dinas Tenaga Kerja perlu memperbaiki mekanisme pengawasan dengan 

memberikan penegakan hukum yang lebih konkret terhadap 

pelanggaran, seperti tidak disahkannya perjanjian magang. 

c. Membuat sistem koordinasi terintegrasi satu pintu antara Sub 

Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Kerja dengan Pengawas 

Ketenagakerjaan: Dinnaker perlu membangun sistem pengawasan yang 

lebih terintegrasi antara Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas 

dengan Pengawas Ketenagakerjaan agar fungsi pembinaan, 

pemantauan, pelaporan dan evaluasi serta penindakan berjalan secara 

terpadu. 

d. Mekanisme Pengaduan yang Lebih Efektif: Disarankan agar Dinnaker 

daerah menyediakan kanal pengaduan yang lebih independen dan 

efektif, memungkinkan peserta magang untuk melaporkan pelanggaran 

atau ketidakadilan yang mereka alami dalam program magang. 

3. Bagi Pemerintah: 

a. Peningkatan Sosialisasi Permenaker Nomor 6 Tahun 2020: Pemerintah 

perlu meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan Permenaker No. 6 

Tahun 2020, terutama kepada perusahaan-perusahaan yang 

menyelenggarakan program magang, untuk memastikan bahwa semua 

pihak memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. 

b. Revisi dan Penyempurnaan Regulasi: Peraturan tentang pemagangan 

perlu disempurnakan dengan ketentuan teknis pengawasan yang lebih 
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rinci dan sanksi yang lebih jelas terhadap pelanggaran, untuk 

menghindari potensi penyalahgunaan pemagangan oleh perusahaan 

yang tidak bertanggung jawab.
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